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a. Pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur;

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. Pemantau pemilihan dalamhal hanya terdapat satu pasangan
calon."

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor
475 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun
2024, tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut "SK KPU
Lamandau 475/2024"), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon
dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lamandau tahun 2024
(Bukti P-4);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor
4 76 Tahun 2024 ten tang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun
2024, tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut "SK KPU
Lamandau 476/2024"), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau tahun 2024 dengan nomor
urut 1 (satu) (Bukti P-5);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut "UU
10/2016"), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil ·Bupati dapat
mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

nu em 1 an U t k P il'h B 

Jumlah Penduduk 

S 250.000 

> 250.000 - 500.000

> 500.000 - 1.000.000

> 1.000.000

,a UJ an a ti d W kil B upa ti 
Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan 
Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan oleh KPU / KIP 
Kabupaten/Kota 

2% 

1,5% 

1% 

0,5% 

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lamandau dengan jumlah penduduk tahun 2024
berdasarkan informasi dari website 
https: //gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ (Bukti P-8) adalah 
sebanyak 112.441 (Bukti P-6). Berdasarkan jumlah tersebut, maka 
perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon 
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peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua 
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir 
yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamandau; 

6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh
Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai
berikut:

No Nama Pasangan Calon 
Perolehan 

Suara Persentase 

1. H. Hendra Lesmana, S.I.Kom - 27.640 49,01% 
H. Budiman

2. Rizky Aditya Putra, S.E., M.M - 28.755 50,99% 
Abdul Hamid 

Total Suara Sah 56.395 100% 

7. Bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU
10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara
terbanyak adalah 56.395 suara (total suara sah) x 2% = 1.128 
suara. Adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan 
pasangan calon peraih suara terbanyak adalah: 27.640 - 28. 755 = 
1.115 suara. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat ambang 
batas yang ditentukan UU 10/2016. 

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan
Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan terdapat pelanggaran­

prinsip-prinsip yang mencederai demokrasi yang mempengaruhi
perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki 
kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan 
Keputusan KPU Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 
2024. 

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh
Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai
berikut:

No Nama Pasangan Calon 
Perolehan 

Persentase 
Suara 

1. 
H. HENDRA LESMANA & H. 27.640 49,01% 

BUDIMAN (PEMOHON) 

2. 
RIZKY ADITYA PUTRA,S.E. M.M 50,99% 
& ABDUL HAMID 

28.755 
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56.395 100% 

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua 
dengan perolehan suara sebanyak 27 .640 suara) 

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon
nomor urut 2 (dua) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh Termohon yang memenuhi unsur untuk dapat dilakukan
pemungutan suara ulang ("untuk selanjutnya disebut PSU"), yang
signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, adapun
pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Pelanggaran yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan 
Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) Telah Menyebabkan 
Berkurangnya Perolehan Suara Pemohon 

1. Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih di TPS
Kabupaten Lamandau

4.1.1.1. Atas nama Rahmanto Al Yanto yang terdaftar
sebagai pemilih di TPS 002 Runtu Kabupaten Kotawaringin
Barat, namun yang bersangkutan menggunakan hak
suaranya di TPS 021 MAN Nanga Bulik Kecamatan Bulik,
padahal sebelumnya telah mendapatkan penolakan dari TPS
001 SDN Nanga Bulik dan TPS 023 (SMPN 4 Nanga Bulik)
Kecamatan Bulik

4.1.1.2. Atas nama Trisno Saputro yang terdaftar sebagai 
pemilih di TPS 008 Cisumur Kelurahan Cisumur Kecamatan 
Gandrungmangu Kabupaten, namun yang bersangkutan 
tidak hanya dapat menggunakan hak suaranya di TPS 
Kabupaten Lamandau tetapi juga memiliki KTP Kabupaten 
Lamandau. 

4.1.1.3. Atas nama Eko Hari Setiawan yang terdaftar 
sebagai pemilih di TPS 002 Kelurahan Marga Mulya 

Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin 
Barat, namun yang bersangkutan tidak hanya dapat 
menggunakan hak suaranya di TPS Kabupaten Lamandau 
tetapi juga memiliki KTP Kabupaten Lamandau. 

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Petugas Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara tersebut telah melanggar 
ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 

Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("untuk selanjutnya 
disebut "PKPU 17 /2024) yang menyatakan : 

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
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NANGA BULIK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik 
didatangi oleh H. Abidin Noor yang notebene adalah Tim 
Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dan 
mengintimidasi yang bersangkutan dengan kata-kata bahwa 
PNS dilarang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) in

casu Pemohon, karena jika diketahui oleh Pasangan Calon 
Nomor Urut 2 (dua), maka yang bersangkutan akan 
dimutasi/ dipindahkan; 

3. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) bernama
Juwintan Kanti pada saat berada di TPS 001 Desa Kinipan
mendapatkan intimidasi dari tim sukses Pasangan Calon
Nomor urut 02 (dua) yang bernama Berkat Arus yang
merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua)
dengan cara mengusir saksi Juwintan Kanti dari Desa
Kinipan karena telah menjadi saksi Pasangan Calon Nomor
Urut 1 (satu);

4. Bahwa M. Albar sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor
Urutu 01 (satu) pada saat berada di TPS 015 sampai dengan
TPS 018 (SDN 6 NANGA BULIK) mendapatkan intimidasi dari
Riko Purwanto, Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor
Urut 02 (dua) yang pada hari pemungutan suara mengaku
sedang menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD dari Partai
NASDEM, karena mendapatkan teguran dari M. Albar atas
tindakannya yang berada di dalam TPS. Akan tetapi teguran
tersebut justru direspon oleh yang bersangkutan dengan
mengancam M. Albar dengan kalimat "Tunggu Ya Kamu!!!"
yang pada akhirnya berujung pada keributan di depan TPS
015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 NANGA BULIK).

2) Bahwa tindakan intimidasi tersebut diatas, secara jelas
melanggar ketentuan Pasal 182A UU 10/2016, yang
menyatakan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman 
kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan 
melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling 
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling 
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

Bahwa berdasarkan hal itu pula, Pemohon telah melaporkan 
tindakan-tindakan ancaman maupun intimidasi tersebut ke 
Bawaslu Kabupaten Lamandau, namun Bawaslu tidak meni 
Laporan Pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 
(satu) atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bahkan ada 
yang tidak diterima. 

15 



•• ZOELVA & PARTNERSTM 

�"'
LAW FIRM 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka demi 

mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi 
Mahkamah Konstitusi untuk menim bang pelanggaran-pelanggaran 
yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan 
calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU­
PRES/XVll/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan: 

"......... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam 
konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa 
dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, 
apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru 
akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua 
masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah 
hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil 
pemilu .. ..... . ......... dst"

1 "Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif 
bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 
7I2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa 
proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, 
apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah 
menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah 
diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, 
Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus 
permohonan kualitatif dimaksud. "

Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
NOMOR 100/PHP.BUP-XIV /2016 tanggal 25 Februari 2016 hal 364-
365: 

"Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di 
atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan 
mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh 
para pihak dengan Cl-KWK dan Joto Cl-KWK Plano TPS 105 
Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dibuka 
dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah 
menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, 
baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu 
bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 10 pemilih. 
Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun 
saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di 
tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh 
saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, Cl­
KWK, dan Cl-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai. Tidak pula 
ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas 
berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon a quo. Namun 
dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan 
Formulir A. Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang 
dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/ KPU/ XII/ 2015 yang 
pada dasamya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan 
DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A. Tb2-KWK dan 
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Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 
Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk 
menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon 
menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, temyata Termohon 
tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan 
sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 
Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A. Tb2-KWK sangat 
penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah 
pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan 
tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan 
sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh 
karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman 
adalah beralasan menu rut hukum." 

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut 
mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, 
menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua)) dan 
mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) sehingga adalah patut 
dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang perolehan suara 
Pasangan Calon. 

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan
dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan
dengan amar se bagai beriku t:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024
yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul
00.01 WIB, sepanjang perolahan suara di:

- TPS 0 1 Kelurahan N anga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
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